DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG

RENCANA KINERJA
( RENJA ) PERUBAHAN

TAHUN 2022

LAMPUNG)|

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS SOSIAL

JL. BASUKI RAHMAT NO. 72 BANDAR LAMPU




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena berkat rahmat hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan
Rencana Kerja tahun 2022, yang disusun berdasarkan program/kegiatan dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKPD untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial.

Dalam pelaksanaannya tersebut di atas Dinas Sosial Provinsi Lampung
melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang
dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Sosial, Bidang
Pemberdayaan Sosial, Bidang Fakir Miskin dan Unit Pelayanan Teknis Dinas
(UPTD) Dinas Sosial Provinsi Lampung yang terdiri dari UPTD PSBR, UPTD
PSAA Budi Asih, UPTD PSAA Harapan Bangsa, UPTD PRSPD, UPTD PSLU
Tresna Werdha, UPTD PRSTS Mardi Guna dan UPTD ABH Insan Berguna
dengan sasarannya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu

Pelayanan Kesejaheraan Sosial (PPKS).

Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Bandar Lampung, Januari 2022

Dipindai dengan CamScanner
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40
Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional, bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan
perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan
secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, perencanaan
Pembangunan Nasional tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang salah
satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, sedang di
Daerah RPJM Daerah.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) untuk periode 1 (satu) tahun , yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan ,baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat . Penyusunan Renja OPD yang
dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,
mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 memiliki
keterkaitan dengan Program prioritas Pembangunan Nasional dan Program Prioritas
Provinsi Lampung dalam memperkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan
Publik,dan Ekonomi untuk mengurangi Kesenjangan antar wilayah menuju Lampung maju
dan Sejahtera
Renja Dinas Sosial Tahun 2022 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan Pagu
indikatif. Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, mengacu kepada
rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Lampung guna

penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan




maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam

rancangan Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung, yang di selaraskan dengan Renstra

Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Selanjutnya Renja Dinas Sosial

Provinsi Lampung Tahun 2022 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD

Provinsi Lampung Tahun 2023 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun Anggaran 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

1.

© o N o

11.

12.

13.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.16
Tahun 2001 tentang Yayasan;

. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,;
Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka




14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah
penyempurnaan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial;
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung;

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah
Provinsi Lampung.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A.

Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022

adalah untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022.

2. Lokasi sasaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung
Tahun 2022.

3. Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022.

4. Kelompok sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022.

5. Perkiraan Pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung

Tahun 2023




B. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung

Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1.

Merencanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun
2022.

Mengevaluasi Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun sebelumnya.
Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi
Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun sebelumnya.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2022.
Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

L.

II.

I1I.

IV.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
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BAB 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu (2021) dan Capaian Renstra
A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Dinas Sosial Provinsi Lampung telah
melaksanakan sejumlah kegiatan melalui dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) tahun 2021 dengan perubahan anggaran yaitu Anggaran Belanja Langsung
APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 33.037.362.353,- berubah menjadi Rp.
32.122.808.342,- dan serapan keuangan sebesar Rp. 31.130.298.184,- atau 96,91% dengan
sisa dana Rp. 992.510.158,- atau 3,09%.

Pencapaian Kinerja dari hasil Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial
Provinsi Lampung Tahun 2021 Triwulan IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Rata — rata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja Dinas Sosial

Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebesar 94,75% dengan predikat kinerja

sangat tinggi.

2. Rata — rata tingkat capaian keuangan dan realisasi anggaran Renja Dinas Sosial

Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebesar 92,18% dengan predikat kinerja

sangat tinggi.

B. Dana Dekonsentrasi

Sumber Dana Anggaran Realisasi Sisa (Rp) %
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
a | Perencanaan dan Penganggaran Internal 160.351.000 160.351.000 - 100
Perlidungan dan Jaminan Sosial
a | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 771.160.000 771.160.000 - 100
b | Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 228.080.000 228.080.000 - 100
¢ | Jaminan Sosial Keluarga 2.755.494.000 | 2.755.494.000 - 100
Pemberdayaan Sosial
a | Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan 138.830.000 138.830.000 - 100

Kelembagaan masyarakat
b | Kepahlawanan, Keperintisan dan 233.230.000 165.572.000 | 67.572.000 | 70,99

Kesetiakawanan Sosial




C

Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan 165.000.000 | 165.000.000 - 100

Penanganan Fakir Miskin

a

Penanganan Fakir Miskin Wilayah I 2.932.200.000 | 2.930.192.000 | 2.108.000 | 99,93

Penyuluhan Sosial

a

Penyuluhan Sosial 176.560.000 175.909.400 650.600 | 99,63

7.560.905.000 | 7.490.574.400 | 70.330.600 | 99,07

Realisasi anggaran dana dekonsentrasi tahun anggaran 2021 pada Dinas Sosial

Provinsi Lampung adalah sebesar Rp. 7.490.574.400,- atau 99,07% dari Dana yang
tersedia dari DIPA APBN sebesar Rp. 7.560.905.000,-. Sisa dana Rp. 70.330.600,-

sedangkan Realisasi Fisik secara umum mencapai 100%

2.1.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target/kinerja program/kegiatan

Dalam pelaksanaannya, baik program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan-hambatan

baik internal maupun eksternal yang ditemui yang menjadi faktor penyebab tidak

tercapainya target/kinerja program/kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1.

Keterbatasan dukungan anggaran daerah dikarenakan adanya efisiensi dan
optimalisasi menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Cara mengatasi
minimnya anggaran yang ada yaitu mengurangi volume sasaran kegiatan.
Keterbatasan tenaga profesional di bidang sosial, untuk mengatasi keterbatasan
tenaga profesional tersebut maka Dinas Sosial memberdayakan sumber daya
manusia yang ada untuk melaksanakan program/kegiatan bidang sosial.
Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai dan untuk
mengatasinya adalah mengajukan untuk diadakannya pengadaan sarana dan
prasarana kantor.

Kurangnya jumlah aparatur/personil pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, cara
mengatasi hambatan tersebut adanya mengajukan tambahan aparatur personil
kepada Badan Kepegawaian Daerah.

Pemberdayaan PSKS sebagai potensi dan pendamping sosial klien, mediator dan
fasilitator belum secara optimal dilakukan. Maka cara mengatasinya adalah
diadakannya penyuluhan dan honor untuk tenaga PSKS sehingga meningkatkan

kinerja pendampingan sosial klien.




6. Belum optimalnya kerjasama program dan kegiatan antar pemerintah, organisasi
non pemerintah dan dunia usaha/swasta dalam pembangunan kesejahteraan sosial
di Provinsi Lampung, sehingga dalam prosesnya diadakan penyuluhan untuk dunia

usaha/swasta demi optimalnya kerjasama program dan kegiatan.

2.1.2. Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
hambatan-hambatan yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan dan mengusulkan penganggaran kegiatan ,upaya pembinaan
dan peningkatan intensitas koordinasi baik internal PD antar bidang/teknis dan UPTD
di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung, maupun eksternal antar
kabupaten/kota.

2. Membuat perencanaan dan mengusulkan pembenahan sumber daya manusia di
lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung melalui pendidikan dan pelatihan terhadap
pegawai sebagai upaya untuk peningkatan pengetahuan dalam melaksanakan program
dan kegiatan bidang sosial

3. Melakukan koordinasi dengan stecholder bidang sosial dengan instansi terkait

4. Membuat perencanaan untuk pengusulan untuk tambahan sarana dan prasarana kantor

5. Mempersiapkan diklat, bimtek dan penyuluhan terhadap PSKS dan mempersiapkan
honorarium untuk PSKS yang menyebar di kabupaten /Kota

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung diarahkan untuk menanggulangi
kemiskinan dengan segala bentuk manifestasinya, perluasan kerja produktif dan
peningkatan integrasi sosial dalam upaya mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sebagaimana dimaklumi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan kondisi ekonomi politik yang ada.
Kemiskinan yang meluas dan cepat. Artinya, PPKS dapat dikatakan sebagai cerminan
langsung dari kepentingan ekonomi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya dengan wajar. Disisi lain keberadaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS ) baik itu lembaga sosial maupun orang-orang (individu) yang mengabdikan




dirinya pada kerja-kerja sosial cenderung terabaikan dari pembahasan masalah
kesejahteraan sosial. Harus diakui dengan keterbatasan yang ada pada pemerintah, maka
peranan PSKS berada pada posisi yang sangat penting dalam membantu pemerintah
menurunkan jumlah PPKS yang ada

Oleh  Karena itu diharapkan lembaga-lembaga sosial harus lebih diprioritaskan
berdasarkan pada fungsi yang diemban.

Pelayanan Panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang
memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Sebagai sasarannya adalah
mereka yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik karena gangguan
sosial psikologis dan fisik baik dari sebab internal maupun eksternal. Dengan pelayanan
intensif di panti, mereka diharapkan mampu kembali mengatasi berbagai hambatan sosial
psikologis, kecacatan dan ketunaannya.

Pelayanan sistem panti dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat seperti melalui
UPTD : UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Raden Intan, UPTD Pelayanan
Sosial Asuhan Anak Budi Asih, UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas (PRSPD), UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi
Guna, UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Tresna Werdha, UPTD Pelayanan
Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Kalianda dan UPTD Pelayanan Kesejahteraan
kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada ABH Insan berguna dan panti-panti
swasta yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota. Sedangkan penanganan sistem luar panti
pelaksanaan pelayanannya dilakukan dalam keluarga atau masyarakat dengan Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dibina, dilatih dan dibimbing ditengah-tengah
masyarakat. Semua bentuk pelayanan tersebut dimaksudkan untuk membimbing dan
membina kelayan agar memiliki kemandirian dan keberfungsian sosial. Perkembangan
penanganan masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlebih ditengah
krisis multi dimensi ini semakin luas dan komplek, sementara pelayanan sosial baik
melalui panti, luar panti, maupun sistem alternatif lainnya belum dapat memberikan
pelayanan yang maksimal dan jangkauan pelayanan belum mencapai target yang
diharapkan.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan
tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan

hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.




2.2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Tabel 2.2.1 Realisasi Indikator Sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung

No Sasaran Srategis Indikator Kinerja Satuan | Target | Capaian 2021
2020 2020 Target | Realisasi
1 | Meningkatnya Persentase PPKS persen 0,25% 0,14% | 1,70% 1,70%
Pemerlu Pelayanan kewenangan Provinsi
Kesejahteraan Sosial | yang tertangani
Kewenangan Provinsi
yang tertangani
2 Meningkatnya Persentase masyarakat | persen 20 % 20% | 20% 20 %
Penguatan dan yang mengikuti
Pemahaman kegiatan penumbuhan
Penumbuhan kesadaran terhadap
Kesadaran Terhadap | nilai-nilai
Nilai-Nilai kepahlawanan dan
Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
Kesetiakawanan
Sosial

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pada indikator Jumlah penduduk
miskin target yang hendak dicapai pada tahun 2020 adalah 0,25% dan realisasinya 0,14%
atau 0,11% tidak tercapainya target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang
dicapai masuk kriteria kurang, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD. Secara
Gradual angka kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan terus-menerus,
meskipun pada tahun 2015 sedikit mengalami kenaikan kembali sebagai akibat
memburuknya kondisi ekonomi nasional dan dunia. Juga akibat adanya pandemi Covid-19
yang membuat tingkat angka kemiskinan yang semakin meningkat sehingga banyaknya
masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Angka kemiskinan Lampung tahun 2017
meningkat dari tahun 2015 sebesar 0,04%. Dan realisasi indikator sasaran Dinas Sosial
Provinsi Lampung pada Tahun 2021 tercapai sesuai target dari penyelenggaraan

kesejahteraan sosial kewenangan Provinsi.




Tabel 3.2 Data Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Lampung

No UPTD Alamat Jenis Jumlah Klien
Pelayanan
1 | UPTD Pelayanan Sosial JI. Panglima Polim Gedong | Remaja Putus 40 Org
Bina Remaja Raden Intan | Air, Bandar Lampung Sekolah
2 | UPTD Pelayanan dan JI. Pramuka, Kemiling Penyandang 50 Org
Rehabilitasi Sosial Bandar Lampung Disabilitas

Penyandang Disabilitas
Indra Kesuma

3 | UPTD Pelayanan Sosial JI. Raya Natar Lampung Lanjut Usia 80 Org
Lanjut Usia Tresna Selatan Terlantar
Werdha

4 | UPTD Pelayanan Sosial JI. Urip Sumoharjo Gunung | Anak 50 Org
Asuhan Anak Budi Asih Sulah Bandar Lampung Terlantar

5 | UPTD Pelayanan dan JI. Raya Lempasing Kab. Tuna Sosial 25 Org

Rehabilitasi Sosial Tuna Pesawaran
Sosial Mardiguna

6 | UPTD Pelayanan Sosial Kalianda, Lampung Selatan | Anak 50 Org
Asuhan Anak Harapan Terlantar
Bangsa

7 | UPTD Pelayanan Sosial J1. Raya Lempasing Kab. Anak 25 Org
Anak yang Berhadapan Pesawaran Berhadapan
Dengan Hukum Insan dengan
Berguna Hukum

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2021

Data diatas menunjukkan UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang
beralamat di Natar, Lampung Selatan memiliki klien terbanyak yaitu sebanyak 80 orang
dibandingkan dengan UPTD yang lainnya.

Meskipun penanganan masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung telah diarahkan
pada partisipasi masyarakat seluas-luasnya (COMMUNITY BASED DEVELOPMENT)
dengan prinsip tidak menciptakan ketidaktergantungan bagi Penyandang Masalah (HELP
PEOPLE TO HELP THEMSELVES) namun hasilnya masih belum maksimal, karena
berbagai hal antara lain: karakteristik permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks,
fluktuatif, mobilitas yang tinggi dan sumber daya manusianya yang masih perlu
ditingkatkan terlebih dalam keadaan krisis usaha kesejahteraan sosial sangat sulit
dilaksanakan oleh masyarakat baik melalui keluarga atau individu.

Oleh karena itu penanganan masalah kesejahteraan sosial harus dilakukan secara
komprehensif dan masih tetap harus dibawah pembinaan instansi pemerintah.

Isu strategis dibidang Kesejahteraan Sosial antara lain rendahnya tingkat kesejahteraan

masyarakat diberbagai wilayah pedesaan terutama di wilayah terisolasi, daerah kumuh




diperkotaan dan daerah rawan bencana serta isu kurangnya kepedulian terhadap upaya

perbaikan kehidupan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial antara lain:

1.

Fakir Miskin

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari
semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud
dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti

pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

Penyandang Disabilitas

Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi
abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisologi seseorang.
Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan
terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktifitas fisik,
kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang

lain maupun dengan lingkungan.

Orang Terlantar

Keterlantaran disini dimaksudkan pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang
lanjut usia karena berbagai sebab. Cukup banyak anak-anak yang mengalami
keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya
atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga
kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani
maupun sosial. Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak usia
balita sampai usia sekolah, remaja dan pemuda.

Tuna Sosial

Ketunaan Sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang,
yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan

pendidikan seseorang.

Komunitas Adat Terpencil

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula
masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan di Provinsi Lampung
yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 765 desa di lima
Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung

Selatan, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang .




6. Bencana Alam dan Sosial

Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi
buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya bencana alam beberapa
tahun terakhir telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat, baik
skala nasional maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Disamping itu, sebaran
penduduk yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang berpusat disuatu
wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Semakin terbatasnya lahan
pemukiman, sehingga dapat berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan
lingkungan, yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam.

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari
semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud
dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti

pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

Isu ini perlu mendapat penanganan khusus, terkoordinasi dan berkesinambungan
disemua jenjang pemerintahan dan aparatur pelayanan masyarakat. Dari beberapa
pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan
kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan,

sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang
ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan
didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya

permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.




Adapun jenis PSKS dan sebarannya di kabupaten/kota Provinsi Lampung terinci pada

DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
PROVINSI LAMPUNG sf{d TAHUN 2020

no|1Ens psks BANDAR |METR (L;AMPUN LAMPUNG [LAMPUN (LAMPUNG TANGG (TULANG |WAY LAMPUN |PESAWA |PRINGSEW |MESU] |PESISIR |TUBA JUMLAH
LAMPUNG (O SELATAN TENGAH (G TIMUR [BARAT AMUS |BAWANG KANAN (G UTARA (RAM u I BARAT |BARAT
1 |Pekerja Sosial fesional 17 4 = 119 - - = = 48 188
2 |Pekerja Sosial M kat
(;S;'}:'a eskinsa i 206 1 19 636 2 2 5 4| 227 269 169 10| 14| 118 19| 1701
Taruna Siaga Bencana 426
3 (TAGANA) 51 10 40 51 a1 34 52 i3 39 20 30 10 9 13 8
4 |Lembaga Kesejahteraan Sosial a0 3 7 0 B i i 1 =3 17 e i 5 = . 112
5 |Karang Taruna 46 22 20 85 10 20 5 10 14 247 144 10 10 55 10 708
& |Lembaga Konsultasi 23
Kesejahteraan Keluarga{LK3) = 1 2 : 1 1 2| 1 1 = 1 1 1 1 1
|7_|Keluarga Pionir 23 g = = = 35 | 5 g z = = 2 54 112
8 |Wahana Kesejahteraan Sosial 400
Berbasis Masyarakat < B i 200 = o I 3 B 3 3 o 3 s
‘Wanita Pemimpin 250
9 |Kesejahteraan Sosial (WPKS) 161 - - - - 10 10 - - - - 2 - 67
|10 | Penyuluh Sosial 45 g 5 = = 3 2] 2 1 7 b ! 5 3 12 a3
Tenaga Kesejahteraan Sosial 5 218
11 Kecamatan (TKSK) 20 3 17 28 24 15 20 15 14 23 9 7 11 8
12 e eyt se b ke 11 - | 1e3 - 10 2 | 14 - - 24 || a8 R
usaha sosial
673 46 125] 1412 80 137 33 51] 449 576|374 73] __47] _ s824] 57|

Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi dari Kabupaten/Kota se Prov.Lampung

Dari data diatas dapat diketahui bahwa PSKS yang sebarannya ada di setiap
kabupaten/kota adalah Tagana, Karang Taruna dan TKSK, sedangkan PSKS lainnya
masih banyak yang tidak dimiliki oleh Kabupaten/Kota, contohnya untuk pekerja sosial
profesional hanya ada di Kota Bandar Lampung dan Metro. Isu ini perlu mendapat
penanganan khusus, terkoordinasi dan berkesinambungan disemua jenjang

pemerintahan dan aparatur pelayanan masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi
Lampung
2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang kompleks dan dinamis.
Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah
memberikan kontribusi didalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan
merata. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program antar
Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta dengan
Kementerian Sosial RI di Jakarta. Namun masih banyak permasalahan yang menjadi
tantangan tersendiri yang perlu disikapi dan dicari penyelesaiannya. Permasalahan tersebut
dapat disebabkan dari eksternal maupun internal. Permasalahan yang menyangkut
kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik

fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional maupun global. Maka perencanaan




yang lebih cermat dan tepat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia,

lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya.

Berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang ada di Dinas Sosial yang dilihat

dari aspek internal dan eksternal yang dapat menghambat serta mendorong kinerja

pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung selama lima tahun ke depan :

1.  Aspek Internal

a. Kelemahan Dinas Sosial Provinsi Lampung

1))

2)

3)

4)

5)

Kualitas SDM dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan
kesejahteraan sosial masih harus ditingkatkan

Belum maksimalnya koordinasi antar stakeholders. Akibatnya, kinerja
pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung belum sepenuhnya
berjalan optimal

Pemberdayaan PSKS sebagai potensi dan pendamping sosial klien, mediator
dan fasilitator belum secara optimal dilakukan

Belum optimalnya kerja sama program dan kegiatan antar pemerintah,
organisasi non pemerintah dan dunia usaha/swasta dalam pembangunan
kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung

Belum optimalnya penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial

b. Kekuatan Dinas sosial Provinsi Lampung

1))
2)
3)

Adanya UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Sumber Daya aparatur yang memadai

Adanya kader siaga bencana di 8 (delapan) Kabupaten yang rawan bencana.

2.  Aspek Eksternal

a. Tantangan Dinas Sosial Provinsi Lampung

1)
2)
3)
4)
S)

6)

Banyak nya daerah kabupaten/kota yang rawan bencana alam

Potensi Konflk Sosial yang tinggi di sebagian wilayah kabupaten

Tingginya angka kemiskinan Provinsi Lampung

Meningkatnya jumlah anak terlantar

Tinggi angka kemiskinan di Lampung yaitu masih di atas rata-rata nasional
sekitar

Adanya anggapan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan
masalah residu dan hanya membebani anggaran daerah. Pembangunan

kesejahteraan sosial belum dilihat sebagai investasi sosial sehingga alokasi




dana yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata
PPKS;
b. Peluang Dinas Sosial Provinsi Lampung

1) Berkembangnya organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha-usaha
kesejahteraan sosial;

2) Adanya dana sosial dari dunia usaha (CSR) yang belum dimanfaatkan
secara optimal;

3) Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang relatif stabil;

4) Adanya program kementrian sosial tentang penanganan masalah
kesejahteraan sosial (Kartu indonesia sehat, Indonesia Pintar,Kartu Keluarga
Sejahtera, dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera)

5) Adanya kerja sama lintas sektoral;

6) Adanya Perda tentang kewajiban dan tata cara perusahaan maupun Badan

Usaha dalam mengalokasikan CSR

2.3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi
merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal
yang disepakati oleh seluruh stake hoders dan terkristalisasi sebagai jati diri. Visi
umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh stake holders untuk berperan serta
aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh
kemampuan stake holders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi
menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima)
tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan
Kepala dan Wakil Kepala Daerah teripilh yang disampaikan pada waktu proses Pilihan
Kepala Daerah. Sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut, telah ditetapkan Visi
Pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”.

Memperhatikan visi pembangunan tersebut, diharapkan masyarakat Lampung menjadi

"subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya.




Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi

masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik

dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang

maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga

kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai. Visi "Rakyat Lampung Berjaya"

tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1.

Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan
aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram
tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik
sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih
berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman
juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan
kesempatan kerja.

Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas
(smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan
yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan
produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan
perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-
pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan
yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik
yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi
dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari
kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat,
pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang,

pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Visi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 — 2024 tersebut dibentuk dalam upaya

untuk mendukung pencapaian Visi Nasional 2005 - 2025 “ Indonesia yang Maju, Mandiri,
Adil dan Makmur ” dan Visi Provinsi Lampung 2005 — 2025

“LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025”




Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup domain

perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum).

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka

mewujudkan visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi arah untuk tugas-

tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan

Provinsi Lampung Periode 2019-2024 tersebut ditetapkan Misi Pembangunan sebagai

berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

2. Misi-2: Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan
pelayanan publik.

3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak,
pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.

4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan
konektivitas wilayah.

5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah
perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Secara lebih rinci, ke-enam Misi Pembangunan di atas dapat dijabarkan lebih lanjut

sebagai berikut :

Misi 1

Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-1, Menciptakan kehidupan yang religius (agamis),

berbudaya, aman dan damai yang didukung dengan kepastian hukum:

a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila,
UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui
jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta
lembaga dan organisasi terkait;

b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan
pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;

c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam

mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;




Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke

tingkat perdesaan;

e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan
forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam
masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial
lainnya;

f.  Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan
kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan
hidup antar umat beragama;

g.  Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;

h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan
strategi dalam pembangunan daerah;

Misi 2

Mewujudkan ""good govemance' untuk meningkatkan kualitas dan

pemerataan pelayanan publik

Komitmen dalam melaksanakan Misi-2, Mewujudkan "good governance" untuk

meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik:

a.

Membenahi dan meningkatkan kualitas birokarsi Pemerintah Daerah melalui
manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional
dalam pembangunan dan pelayanan publik;

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah
Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka
membangun sinergitas pembangunan daerah;

Meningkatkan peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi
informasi;

Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang

profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;




e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan
daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan
kolaboratif;

f.  Mengembangkan peran BUMD untuk membantu dan mendukung peran Pemerintah
Daerah dalam pembangunan;

g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan
perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;

h. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya

edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

Misi 3

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya

perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas

Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang

disabilitas:

a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA),
kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;

b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan
sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga
terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);

¢. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya
hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan
rohani secara baik;

d. Melaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran
perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam
bidang politik;

e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi
pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (women trafficking), dan

menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;




f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan
kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;

g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas; h.
Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan

anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas

Misi 4

Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas

wilayah

Komitmen dalam melaksanakan Misi-4, Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan

efisiensi produksi, konektivitas wilayah, dan sistem permukiman:

a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi
daerah dan pengembangan wilayah secara merata;

b. Mengembangakan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol
Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta
api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas
dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah
regional, nasional dan internasional;

c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan
terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandarian energi daerah serta pemerataan
layanan listrik;

d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);

e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;

f.  Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah
tangga secara merata;

g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi
sampai ke wilayah perdesaan;

h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung

nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi.




Misi 5

Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan

yang seimbang dengan wilayah perkotaan

Komitmen dalam melaksanakan Misi-5, Membangun kekuatan ekonomi masyarakat

berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan:

a.

Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta
meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan
meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman
pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui
program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi
dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;

Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikulturan,
perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri
menengah dan besar, serta sentra pariwisata;

Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi,
industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi
untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan
partnership dengan dunia wusaha, lembaga donor, dan Ilembaga pemerintah
(Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan
menciptakan kesempatan kerja;

Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan
standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran,
dan program kemitraan dengan pihak lainnya;

Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama

dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.




Misi 6

Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, Mewujudkan pembangunan daerah secara

berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama:

a.

b.

Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan
investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals);

Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan
efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang
dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan
mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;

Mengintensitkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
Mengintensitkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang
bernilai ekonomi;

Mengintensitkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung
kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahateraan masyarakat;

Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi
lahan, pembalakan liar (illegal loging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan
lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta
masyarakat;

Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.

2.3.3 Agenda Kerja Utama

Pencapaian Misi dengan dibarengi komitmen dilakukan melalui 33 Agenda Kerja Utama

yang akan dituangkan dalam Program dan kegiatan prioritas. Agenda Kerja Utama tersebut

antara lain :

Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman

dan damai




Agenda Kerja :

1.

Lampung merawat Indonesia. Memperkuat kerukuanan hidup antara umat beragama

dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan

pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap

kebangsaan.

Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru

Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah

Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai

agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafal Al Quran

dengan memberikan bantuan fasilitasi khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pokok

pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi [lmu Al Quran Lampung.

Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai

daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan

ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta

mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.

Lampung Menuju Bebas Narkoba

a. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-
tokoh agama

b. memberatas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui
sinergi semua pemangku kepentingan

c. Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi

Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” untuk Meningkatkan Kualitas dan

Pemerataan Pelayanan Publik

Agenda Kerja :

1.

Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan :
a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetesi
b. Menciptakan sistem penjenjangan karir melalui fit dan proper test berbasis
kompetensi
c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah

(Kabupaten/kota) dan asas keadilan




d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan
kesejahteraan aparatur birokerasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan
kinerja

e. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi

f.Meningkatkan kualitas pelayanan publik

g. Meningatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah,
Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha

2. APBD Rakyat Berjaya :

a. Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan
publik

b. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

3.  Smart Village
Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa
b. memfasilitasi digitaliasi administrasi desa
c. e-participation : melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam
bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi
online dan atau aplikasi
4. Pendampingan program pembangunan desa
a. Memberikan fasiltasi pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola
pembangunan desa
b. Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka

pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan

Anak, Pemberda Yaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas

Agenda Kerja :
1. Perempuan Berjaya :
a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga
b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politk, sosial budaya dan ekonomi

c. Memfasilitsi pendampingan hukum bagi perempuan.




Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi

Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota),

dengan :

a. Mengembangkan fasiltas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak

b. Merevitaliasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak

c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak

d. Menyediakan dan menfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempt
kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik

e. Memfasiltasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak

f. memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu

Anak Muda Berjaya :

a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antara
kalangan muda berbasis komunitas

b. Menggalakan " Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda

c. Mencetak wirausahawan muda

d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat
pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota

Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada :

a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga

b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi altet
berprestasi

c. Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang

berkompeten

Lampung Sehat :

a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi,
fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas

b. Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas
bersinergi bersinegi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

¢. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit

d. Melaksanakan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

e. Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca Covid-19 sektor Kesehatan




6. Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan
kualitas dunia pendidikan :
a. Menyediakan fasiltas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan.
b.Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis starup dan bisnis berbasis
teknologi bagi siswa SMK dan SMA.
c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan
pelatihan dan berbagai bentuk peningkatkan kapasitas lainnya
7. Revitalisasi SMK. Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan :
a. Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan
dunia usaha
b. Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk
menyokong pengembangan industri
c. Memfasilitasi kemirtraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri

dan investasi

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi
dan Konektivitas Wilayah

Agenda Kerja :
1. Infrastruktur Lampung Berjaya
a. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta  meningkatkan
konektivitas antara Kabupaten/Kota.
b. Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya.
c. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk
mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
d. Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
2. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme
perbaikan infrastruktur secara cepat :
a. Berbasis peran serta warga dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk
mempercepat, mempermudah dan mempermurah proses pelaporan, komunikasi dan

eksekusi perbaikan infrastruktur.




b. Memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan
infrastruktur secara cepat, tanggap dan tepat

c. Perbaikan dalam pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong

Lampung Terang Berjaya. Memproritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan

berfokus kepada :

a. Memepercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi
listrik

b. mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan
berbasis tenaga surya, air dan gas bumi

c. kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah

pertanian

Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan

Wilayah Pedesaan yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan

Agenda Kerja :

1.

Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada para Petani untuk

mendapat :

a. Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pesitisida dan insektisida secara tepat
waktu sesuai dengan kebutuhan petani

b. Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani

c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan
produktivitas usaha tani

d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagi jenjang pendidikan,
termasuk Perguruan Tinggi

Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi

dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.

Mencegah dan memberatas peredaran pupuk palsu

Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper). Meningkatkan produksi, produktivitas serta

nilai tambah lada dan memfasilitiasi akses pasar sebagai salah satu komoditas

unggulan

Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung,

singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional




10.

melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan

pasar dalam negeri

Program Nelayan Berjaya : Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :

a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendamping
pemasaran serta penjaminan pasar produksi perikanan

b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri
pengelolahan perikanan.

c. Memberikan asurasi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia

d. SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan serta pertambakan

Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian

bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk

menjamin kepastian pasar

Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat

pembangunan kepariwisataan dengan :

a. Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung

b. Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata
Indonesia

c. Mempercepat pembangunan infrastrutur untuk mendukung pengembangan
pariwisata

d. Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray,
Pesisir Tengah (Krui)

Mengembangkan industri pengelolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan

melayani prinsip keadilan.

Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui :

a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasi sumber daya dan keunggulan
lokal

b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan
serta pendampingan usahan dan pemasaran

c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan

d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan

Kota)




11.

12.

Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembagan dunia usaha

dengan :

a. Menyederhanakan perizinan

b. Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha

c. Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan

d. Memfasilitasi sinergi diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk
mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi

Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia,

bersinergi dengan kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri

kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung.

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanju Tan Untuk

Kesejahteraan Bersama

Agenda Kerja :

1.

Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat :

a. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan

b. mengorentasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahtraan rakyat

c. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar
hutan

Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat

Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikanya sebagai salah satu tujuan agrowisata

Nasional

Berdasarkan uraian misi yang diemban, Dinas Sosial Provinsi Lampung memiliki peran

yang penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai upaya pencapaian tujuan misi

tersebut dalam rentan waktu lima tahun mendatang.




BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah
memberikan kontribusi di dalam mewujudkan kesejahteraan yang makin adil dan merata.
Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka
perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut
terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan
sosialnya sangat Dberpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan
program.Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS adalah adanya peningkatan
produktivitas masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi
aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2019-
2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang
mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai
Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

dan penurunan kemiskinan.

3.1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial
Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial,
Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial. Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk
mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan
amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah
dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi
Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2019-2024) akan mengemban visi

pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2019-2024.




Visi Kementerian Sosial adalah:

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Nilai dan Semangat Gotong Royong “

Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2019-
2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang
mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai
Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

dan pengurangan kemiskinan.

Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang
tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2019-2024 pada point
permasalahan yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah
pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang belum memenuhi standar

3. Tidak tersedianya database dan populasi dan target yang didukung dengan kriteria
program/kegiatan

4. Beragamnya pola dan standar bantuan sosial

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak didukung kualitas SDM

6. Perlu optimalisasi peran penyuluh sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap layanan sosial

Dari uraian strategi tersebut menunjukan bahwa sasaran prioritas dari kementrian
sosial selama periode 2019-2024 adalah meningkatkan Penguatan kelembagaan dalam
rangka Meningkatkan Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan.
Sedangkan renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung tidak dapat terlepas dari peningkatan
kesejahteraan dan penanggulangan kemisikinan sebagai sasaran utama. Hal ini tercermin
pada hasil capaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama tahun 2014-2019, telah
menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi pemberdayaan masyarakat miskin dan
rentan sebagai mana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang kesejahteraan sosial, yang mencakup: individu, keluarga, kelompok, dan/atau




masyarakat dengan kriteria permasalahan; kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,
keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau
korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Namun meskipun demikian capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung masih
terdapat banyak permasalahan khusunya dalam bidang kesejahteraan yang harus segera
diselesaikan selama jangka waktu periode 2019-2024 mendatang. Oleh karena itu dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan di Provinsi Lampung
diperlukan berbagai upaya untuk mencapainya. Dalam konteks ini penentuan isu-isu
strategis menjadi faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dengan strategi dan arah

kebijakan dinas sosial kedepan.

Kebijakan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

kebijakan dan strategi Dinas Sosial Provinsi Lampung lebih diarahkan pada :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasisosial di atas dapat dilaksanakan secara
persuasif, motivativ, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi
kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan untuk :

a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,
penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, ekspenderita kronis
yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan
dasarnya terpenuhi.

b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-
jasanya. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga
negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan
mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan social
sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran olehpemerintah

3.  Pemberdayaan sosial dimaksud untuk :

a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami
masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara

mandiri.




b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan
sumberdaya, penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses, dan/atau pemberian
bantuan usaha.

4.  Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui bantuan sosial,
advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang,
keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat
tetap hidup secara wajar. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela
seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi
sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban,
pembelaan dan pemenuhan hak.

Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang
mengalami masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan
dan konsultasi hukum.

Memperhatikan hal tersebut diatas maka kebijakan Dinas Sosial Provinsi Lampung
pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan dalam RPJMD 2019-
2024 diarahkan untuk :

1. Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap
orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh
pelayanan social.

2. Meningkatkan professionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial
dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan social.

3. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi.

4. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran
serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan social.

Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai
sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial, keluarga dan masyarakat

setempat.




3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A.Tujuan

Mengacu kepada misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2019-2024 ,
tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai
berikut :

Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan
Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas.

Pada bidang sosial dengan tujuan : Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan

ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Sasaran
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, inovasi dan iptek,
budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran, pada bidang sosial
dengan sasaran : Meningkatnya persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang
ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

Data Awal Target Kinerja Tujuan / Sasaran
; Indikator isasi
NO Tujuan Sasaran Tuju:n/sasoaran Target Rezz:)llzs(;m 2021 2022 2023 2024
2020
Meningkatnya | Persentase PPKS
1 Meningkatka | Pemerlu Kewenangan
n kualitas Pelayanan Provinsi yang
sumber daya | Kesejahteraan | tertangani
manusta Sosial 0,25 1,70 1,70 | 1,72 | 1,74 | 1,76
Kewenangan
Provinsi yang
tertangani
Meningkatnya | Persentase
Penguatan dan | Masyarakat yang
Pemahaman mengikuti
Penumbuhan Kegiatan
Kesadaran Penguatan  dan
Terhadap pemahaman
Nilai-Nilai terhadap  Nilai- 20 20 20 20 20 20
Kepahlawanan | Nilai
dan Kepahlawanan,
Kesetiakawan | Keperintisan, dan
an Sosial Kesetiakawanan
Sosial (K2KS)




3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Untuk mengimplementasikan kebijakan nasional, pencapaian visi dan misi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Sosial Provinsi Lampung menyusun dan

merumuskan perencanaan dan penganggaran program kerja sebagai pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi ke dalam 7 program, 18 kegiatan dan 87 sub kegiatan , dengan rincian

sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.
2.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.

2
3.
4
5

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran
SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

¢. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1
2
3
4.
5
6

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Perangkat Daerah SKPD

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik Perangkat Daerah

d. Administrasi Kepegawaiaan Daerah

1.
2.

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi




e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logisik Kantor

2
3
4
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan/Material

7. Fasilitasi Kunjungan Tamu

8

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Din atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten /Kota
dalam 1 ( satu ) Daerah Provinsi
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan
Pengumpulan vang atau barangKoordinasi dan Penyusunan Laporan capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD




b. Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi

1.

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
Provinsi

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kewenangan Provinsi

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan

Masyarakat

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK
KEKERASAN

a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik

Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota
Asal

1.

Fasilitas Pemulangan Warga Negaran Migran Korban Tindak Kekerasan dari
tittk Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah
Kabupaten/Kota Asal

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti

1
2
3
4,
5
6

Penyediaan Permakanan

Penyediaan Sandang

Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

1
2
3
4.
5
6

Pengasuhan

Penyediaan Makanan

Penyediaan Sandang

Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial




10.

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti

NS kR

Penyediaan Permakanan

Penyediaan Sandang

Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Pemulasaran

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

A S T et e

_
S

Penyediaan Permakanan

Penyediaan Sandang

Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari

Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Pemulangan ke Daerah Asal

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar

Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti

Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti

1.

2
3.
4

Penyediaan Permakanan
Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari

Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar




5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kebupaten/Kota

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1. Penyediaan Permakanan
2. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

3. Pelayanan Dukungan Psikososial

7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

2. Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Provinsi




BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen
perencanaan Organisasai Perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Renja OPD disusun
dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerinrah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 ini merupakan
pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial
Provinsi Lampung dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan
langkah yang ditempuh dalam pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi
PPKS. Renja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi
Lampung serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil
(Outcome).

Dengan mempedomani Renja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Lampung diharapkan
agar tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung dapat terlaksana dalam upaya
meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi dan
sinergitas pelaksanaan kegiatan program untuk meningkatkan penanganan terhadap
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Bandar Lampung, Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG

Drs. ASWARODI..M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700611 199003 1 003




BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen
perencanaan Organisasai Perangkat dacrah untuk periode 1 tahun. Renja OPD disusun
dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerinrah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Renja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 ini merupakan
pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial
Provinsi Lampung dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan
langkah yang ditempuh dalam pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi
PPKS. Renja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi
Lampung serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil
(Outcome).

Dengan mempedomani Renja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Sosial Provinsi Lampung diharapkan
agar tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung dapat terlaksana dalam upaya
meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi dan
sinergitas pelaksanaan kegiatan program untuk meningkatkan penanganan terhadap
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Bandar Lampung,  Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL

rs. AS\WARPDL M.Si

/ Pembinh Utama Muda
NIP. 19700611 199003 1 003
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PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

MATRIK RENJA

BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

. . . . . . Target . . .
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusal_l Pemermtaha.n Daerah dan Indikator Kinerja Pr_ogram/ Kegiatan/Sub Lokasi ey 2022 Taf‘get.Capalan Perkiraan Maju
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Kinerja 2023 2023
1 2 3 4 6 8 8 8
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH Persen.tase Program Penunjang Urusan 100% 25.406.592.889 24.134.702.166
DAERAH Pemerintah Daerah
1.06.01.1.01 Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persen.tase Dokumen perencanaan yang 100% 110.306.700 153.495.000
Perangkat Daerah tersedia
1.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Lampung 5 Dokumen 45.209.700 5 Dokumen 54.234.900
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja |Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil o
1.06.01.1.01.06 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Provinsi Lampung 11 Laporan 34.202.700 11 Laporan 48.095.100
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah {;1;:12};1 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Provinsi Lampung 7 Laporan 30.894.300 7 Laporan 51.165.000
. . Persentase Pembiayaan administrasi
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Ny 100% 20.050.872.953 21.035.861.861
1.06.01.1.02.01  |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Provinsi Lampung | 1°7 Orans/14 19.175.872.953 | 157 Orang/14 Bulan 19.961.396.861
Tunjangan ASN Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi |Jumlah  Dokumen Penatausahaan dan .
1.06.01.1.02.03 Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Provinsi Lampung 1 Dokumen 829.000.000 1 Dokumen 1.038.649.500
. . |[Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.06.01.1.02.04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Provinsi Lampung 1 Laporan 25.450.000 1 Laporan 10.233.000
Tahun SKPD )
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.06.01.1.02.06 Pengel.olaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan ]umlah Dokume.n Bahan Tanggapan Pemeriksaan Provinsi Lampung 1 Dokumen 5.100.000 1 Dokumen 5116.500
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan -
1.06.01.1.02.07 Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Lampung 12 Laporan 10.300.000 12 Laporan 15.349.500
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.06.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi |Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Provinsi Lampung 1 Dokumen 5.150.000 1 Dokumen 5.116.500

Anggaran

Prognosis Realisasi Anggaran
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Target

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusal} Pemermtaha.n Daerah dan Indikator Kinerja Pr‘ogram/Keglatan/Sub Lokasi Erpetem 2022 Target.Capalan Perkiraan Maju
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan e Kinerja 2023 2023
1 2 3 4 6 8 8 8
Admini iB Milik D h P k
1.06.01.1.03 DZ::_:EStraSI arang Milik Daerah pada Perangkat Persentase Aset Barang Milik Pemerintah 100% 85.000.000 90.494.358
1.06.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung 1 dokumen 6.000.000 1 dokumen 2.046.600
Daerah SKPD SKPD
1.06.01.1.03.02  |Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD g’;:lrz}}‘l Si‘;};)ume“ Pengamanan Barang Milik | p 0. Lampung 2 dokumen 35.000.000 2 dokumen 50.000.000
N . . Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik
1.06.01.1.03.03 Koordinasi dan penilaiaan Barang Milik Peranglat Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Provinsi Lampung 1 Laporan 4.000.000 1 Laporan 10.144.858
Daerah SKPD o
Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Baran Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,
1.06.01.1.03.04 - » FeNg ' g & |dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada| Provinsi Lampung 2 Laporan 10.000.000 2 Laporan 11.512.125
Milik Daerah pada SKPD
SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan o
1.06.01.1.03.05 Daerah pada SKPD Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Provinsi Lampung 2 Laporan 15.000.000 2 Laporan 1.790.775
1.06.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Provinsi Lampung 2 Laporan 15.000.000 2 Laporan 15.000.000
Daerah pada SKPD
P Dok I ilaian Kinerj
1.06.01.1.04 Administrasi Kepegawaiaan Daerah ersentase Dokumen dalam penilaian kinerja 100% 38.300.000 20.466.000
Pegawai ASN
N . o . . Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan .
1.06.01.1.04.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai o - . Provinsi Lampung 12 Dokumen 28.000.000 12 Dokumen 10.233.000
Penilaian Kinerja Pegawai
1.06.01.1.04.09 Pendldlkar'l dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas [Jumlah Peg.awa'l Berd.as.arkan Tugas Qan Fungsi Provinsi Lampung 30 orang 10.300.000 30 orang 10.233.000
dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang tersedia 100% 2.940.950.950 1.327.231.926
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi
1.06.01.1.06.01 Y P & Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Provinsi Lampung 1 Paket 47.400.000 1 Paket 30.699.000
Bangunan Kantor -
Disediakan
1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ]umlah.Pak‘et Peralatan dan Perlengkapan Kantor Provinsi Lampung 1 Paket 311.350.950 1 Paket 215.916.300
yang Disediakan
1.06.01.1.06.03  |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga {)“i::ggli fet Peralatan Rumah Tangga yang Provinsi Lampung 1 Paket 1.412.000.000 1 Paket 12.279.600
1.06.01.1.06.04  |Penyediaan Bahan Logisik Kantor {)“i::ggkzzket Bahan  Logistik Kantor yang Provinsi Lampung 1 Paket 41.200.000 1 Paket 40.932.000
1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Provinsi Lampung 1 Paket 45.000.000 1 Paket 46.048.500

yang Disediakan
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Target

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusal} Pemermtaha.n Daerah dan Indikator Kinerja Pr‘ogram/Keglatan/Sub Lokasi Erpetem 2022 Target.Capalan Perkiraan Maju
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan e Kinerja 2023 2023
1 2 3 4 6 8 8 8
1.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Provinsi Lampung 1 Paket 75.000.000 1 Paket 196.934.552
1.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Provinsi Lampung 12 Laporan 45.000.000 12 Laporan 40.932.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat -
1.06.01.1.06.09 SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Provinsi Lampung 12 Laporan 964.000.000 12 Laporan 743.489.974
1.06.01.1.08 ;::i’:glaan L L Persentase Jasa urusan Pemerintah daerah 100% 1.491.662.286 1.322.959.021
1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi Lampung 12 Laporan 3.000.000 12 Laporan 5.116.500
106.01.1.0802 |Pevediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan  |jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, | o 0 yamoung | 12 Laporan 440.262.600 12 Laporan 380.192.731
Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
1.06.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan !asa.Pera]atan dan Provinsi Lampung 12 Laporan 45.000.000 12 Laporan 38.783.070
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
1.06.01.1.084  |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Provinsi Lampung | 12 Laporan 1.003.399.686 12 Laporan 898.866.720
Umum Kantor yang Disediakan
1.06.01.1.09 Pemeliharaan .Barang Milik Daerah Penunjang ]umlal.n Bangunan dan kendaraan yang 100% 689.500.000 184.194.000
Urusan Pemerintah Daerah terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau . .
1.06.01.1.09.1 dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Provinsi Lampung R2(5 Um.t) R4 369.500.000 R2(5 Um.t) R (12 20.466.000
. . . (12 Unit) Unit)
Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya
1.06.01.1.09.5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Provinsi Lampung 50 unit 20.000.000 50 unit 20.466.000
1.06.01.1.09.09 Pemellharaar}/Rehab111t351 Gedung Kantor dan ]umlah. Gefiung Kz?ntor Qalm ]?angunan Lainnya Provinsi Lampung 8 unit 200.000.000 8 unit 25.582.500
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
. e . Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
1060110910 | emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana atau Bangunan Lainnya  yang Provinsi Lampung 5 unit 100.000.000 5 unit 117.679.500
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya . . e
Dipelihara/Direhabilitasi
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pembiayaan Program 100% 788.536.900 592.430.223
Pemberdayaan Sosial
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas  |Persentase Penyelenggaraan Undian gratis
1.06.02.1.01 daerah Kabupaten /Kota dalam 1 ( satu ) Daerah |berhadiah UGB dan PUB yang berizin/Kota 100% 65.000.000 81.864.000
Provinsi
Metro, Lampung Utara,
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan L];?nmilrllngTiirfl'l
1.06.02.1.01.01 Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis pung gan, 8 Dokumen 65.000.000 8 Dokumen 81.864.000

Gratis berhadiah dan Pengumpulan uang atau barang

Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Pringsewu, Way Kanan,
Lampung Selatan, dan
Tulang Bawang
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Kode Rekening Urusan/Bidang Urusal} Pemermtaha.n Daerah dan Indikator Kinerja Pr‘ogram/Keglatan/Sub Lokasi Erpetem 2022 Target.Capalan Perkiraan Maju
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan e Kinerja 2023 2023
1 2 3 4 6 8 8 8
1.06.02.1.02 Pen.lberday_aal_l Potensi Sumber kesejahteraan Per_sentase Potensi _Sumber Kesejahteraan 100% 723.536.900 510.566.223
Sosial Provinsi Sosial yang berkualitas
1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Pote.n51. Pekerja Sosial ]umlah Orapg Mendapat Peningkatan Kapalsnés Bandar Lampung 60 Orang 87.641.400 60 Orang 89.683.445
Masyarakat Kewenangan Provinsi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
Peninekatan Kemampuan Potensi Tenaga Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.02.1.02.02 .g . P & .. |Kewenangan Provinsi yang Meningkat Bandar Lampung 229 orang 388.071.000 229 orang 90.123.054
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi .
Kapasitasnya
1.06.02.1.02.03  |Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya | g o1 f amoung 40 Keluarga 42.204.500 40 Keluarga 43.187.865
Kesejahteraan Sosial Keluaerga Kewenangan Provinsi
106.02.1.02.04 |Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 15 Kab/Kota 30 Lembaga 205.620.000 30 Lembaga 287.571.859
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN |Persentase Penanganan Warga Negara 0
1.06.03 KORBAN TINDAK KEKERASAN Migran Korban Tindak kekerasan I CRIULL LY R0
Pemulangan Warga Negaran Migran Korban Tindak |Persentase Pemulangan Warga Negara Migran
1.06.03.1.01 Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi |Korban Tindak kekerasan yang di pilangkan 100% 250.000.000 256.029.660
untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal |ke daerah asal
Fasilitas Pemulangan Warga Negaran Migran Korban  |Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak
Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi
1.06.03.1.01.01 Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota [di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah 15 Kab/Kota 15 orang 250.000.000 15 orang 256.029.660
Asal Kabupaten/Kota
Persentase PPKS Penerima Manfaat Program
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan 100% 10.355.577.164 7.898.032.075
dasarnya serta meningkatnya kemampuan
fungsi sosialnya
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Persentase Pembinaan dan pelayanaan 0
1.06.04.01. Terlantar di Dalam Panti rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar HYE 1.200.000.000 1.266.127.699
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1.06.04.01.01 Penyediaan Permakanan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Bandar Lampung 50 Orang 50 Orang
Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 449.696.100 573.639.160
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan
1.06.04.01.02 Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Bandar Lampung 50 Orang 50 Orang
Tahun Kewenangan Provinsi 98.964.400 89.907.977
1.06.04.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Bandar Lampung 50 Orang 258.905.000 50 Orang 48.151.484

Kewenangan Provinsi
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Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan

1.06.04.01.04 Penyediaan Alat Bantu Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan 50 Orang - 50 Orang 66.000.000
Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan

1.06.04.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Bandar Lampung 50 Orang 50 Orang
Kewenangan Provinsi 63.205.500 53.109.270

. o . L. . [Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
1.06.04.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Bandar Lampung 50 Orang 320.229.000 50 Orang 276.312.878
. - - . . . Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari

1.06.04.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Hari Kewenangan Provinsi 50 Orang ) 50 Orang 50.000.000
Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan

1.06.04.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Pembuatan Npmor Induk Kep'endudukan, dan 25 Orang 25 Orang
Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar
Kewenangan Provinsi ) 5.000.000
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke

1.06.04.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 50 Orang 50 Orang
Kewenangan Provinsi ) 50.000.000

1.06.04.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kab/Kota 50 Orang 9.000.000 50 Orang 14.006.930
Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi

1.06.04.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga ]umla‘h. Orlang yang Mendapatkan Péla}‘/anan Kab/Kota 50 Orang - 50 Orang 40.000.000
Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi

—— . . Persentase Pembinaan dan pelayanaan
Rehabil 1D Anak Terl Dal

1.06.04.02 P:n:ib' itasi Sosial Dasar Anak Terlantar diDalam | o}y ilitasi dasar kepada Anak terlantar di 100% 4.440.525.000 3.729.530.194
dalam Panti

1.06.04.02.01 Pengasuhan Jumlah  Anak yang Mendapatkan - Layanan Bandar Lampung 165 orang 397.733.000 165 orang 324.785.187
Pengasuhan Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan

1.06.04.02.02 Penyediaan Makanan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Bandar Lampung 165 orang 1.577.854.000 165 orang 1.629.036.295
Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan

1.06.04.02.13 Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Bandar Lampung 165 orang 278.337.500 165 orang 279.639.749
Tahun Kewenangan Provinsi

1.06.04.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Bandar Lampung 165 orang 990.488.540 165 orang 125.389.042

Kewenangan Provinsi
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Kode Rekening Urusan/Bidang Urusal} Pemermtaha.n Daerah dan Indikator Kinerja Pr‘ogram/Keglatan/Sub Lokasi Erpetem 2022 Target.Capalan Perkiraan Maju
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan e Kinerja 2023 2023
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Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1.06.04.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Bandar Lampung 165 orang 60.813.100 165 orang 45.067.976
Kewenangan Provinsi
1.06.04.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial |/ 20 Peserta Bimbingan _Fisik, Mental, Bandar Lampung 165 orang 290.936.560 165 orang 286.103.933
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
1.06.04.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari ||\ \ah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari | g4y 2 bung 165 orang 136.389.800 165 orang 169.985.173
Hari Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu
1.06.04.02.08 Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, 100 orang - 100 orang 20.000.000
dan/atau Identitas Anak dan/atau Identitas Gelandangan bagi
Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke
1.06.04.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Bandar Lampung 165 orang 618.928.500 165 orang 773.546.751
Kewenangan Provinsi
1.06.04.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pel.aya}nan Kab/Kota 165 orang 65.444.000 165 orang 70.976.088
Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
1.06.04.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan | p 4o yomoing 165 orang 23.600.000 165 orang 5.000.000
Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
P . . . . |Persentase Pembinaan dan pelayanaan
1.06.04.03 LT e R e L BURE TSR CEC e nme o o e et 100% 1.327.000.000 1.376.826.580
Dalam Panti . X
terlantar di dalam Panti
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1.06.04.03.01 Penyediaan Permakanan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Bandar Lampung 85 orang 841.304.000 85 orang 939.586.897
Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan
1.06.04.03.02 Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Bandar Lampung 85 orang 46.000.000 85 orang 66.229.204
Tahun Kewenangan Provinsi
1.06.0403.03  |Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni | g 41 amoung 85 orang 210.000.000 85 orang 25.582.500
Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan
1.06.04.03.04 Penyediaan Alat bantu Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan 85 orang - 85 orang 14.351.783
Kewenangan Provinsi
. . . Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1.06.04.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Bandar Lampung 85 orang 35.156.000 85 orang 49.386.914

Sosial

Kewenangan Provinsi

Page 6 of 10




Target

Kode Rekenin. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Lokasi Capaian 2022 Target Capaian Perkiraan Maju
g Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kiﬁerja Kinerja 2023 2023
1 2 3 4 6 8 8 8
1.06.04.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial ]ur-nl‘ah Pesertal Bimbingan _Fisik, . M‘ental, Bandar Lampung 85 orang 172.540.000 85 orang 176.560.182
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
1.06.04.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari ]um-lah Peserta Blmblngan‘ Aktivitas Hidup Sehari 85 orang - 85 orang 25.000.000
Hari Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
1.06.04.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi 25 orang - 25 orang 2.500.000
Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke
1.06.04.03.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Bandar Lampung 85 orang 7.000.000 85 orang 7.163.100
Kewenangan Provinsi
1.06.04.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pel.ayz?nan 85 orang - 85 orang 25.000.000
Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
1.06.04.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga ]umla.h. Orlang yang Mendapatkan Pglayanan 85 orang - 85 orang 25.000.000
Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
1.06.04.03.12 Pemulasaran Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi Bandar Lampung 10 orang 15.000.000 10 orang 20.466.000
P . Persentase Pembinaan dan pelayanaan
1.06.04.04 g::a:::itsa;li ;‘;Sl::;?::i Gelandangan dan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan 100% 708.353.000 591.595.878
8 pengemis di dalam Panti
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1.06.04.04.01 Penyediaan Permakanan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Bandar Lampung 25 orang 219.000.000 25 orang 280.128.375
Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan
1.06.04.04.02 Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Bandar Lampung 25 orang 17.962.000 25 orang 28.654.958
Tahun Kewenangan Provinsi
1.06.04.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma | p 4o yomoing 25 orang 205.995.090 25 orang 10.691.131
Layak Huni Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan
1.06.04.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Bandar Lampung 25 orang 6.002.010 25 orang 6.304.429
Kewenangan Provinsi
1.06.04.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial ]ur-nl‘ah Pesertal Bimbingan  Fisik, . M‘ental, Bandar Lampung 25 orang 73.440.000 25 orang 51.574.320
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
1.06.04.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Seharichari |1 mi2h Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Seharl | - g4y ornung 25 orang 138.372.700 25 orang 130.324.746
Hari Kewenangan Provinsi
1.06.04.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Jumlah  Orang yang Diberikan Bimbingan Bandar Lampung 25 orang 24.611.200 25 orang 35.448.135

Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi
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Kode Rekening Urusan/Bidang Urusal} Pemermtaha.n Daerah dan Indikator Kinerja Pr‘ogram/Keglatan/Sub Lokasi Erpetem 2022 Target.Capalan Perkiraan Maju
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan e Kinerja 2023 2023
1 2 3 4 6 8 8 8
Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu
1.06.04.04.08 Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, 25 orang - 25 orang 5.000.000
dan/atau Identitas Anak dan/atau Identitas Gelandangan bagi
Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke
1.06.04.04.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Bandar Lampung 25 orang 11.090.000 25 orang 5.218.830
Kewenangan Provinsi
Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga
1.06.04.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Kab/kota 25 orang 2.000.000 25 orang 28.140.750
Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan |Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
1.06.04.04.11 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis  |Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Bandar Lampung 1 Dokumen 9.880.000 1 Dokumen 10.110.204
Terlantar di Dalam Panti Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan e .
1.06.04.05 Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar 11::{:e:;:;e;:syzzz:el:::sl;’;':iaai'(l;:glzs';emeﬂ“ 100% 2.679.699.164 933.951.724
HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti y !
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan
1.06.04.05.01 Penyediaan Permakanan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Bandar Lampung 80 Orang 600.000.000 80 Orang 103.762.620
Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan
1.06.04.05.02 Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 80 Orang - 80 Orang 50.000.000
Tahun Kewenangan Provinsi
1.06.04.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial |/ a0 Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Bandar Lampung 80 Orang 352.790.000 80 Orang 243.545.400
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
1.06.04.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Seharihari | mi2h Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Seharl | g4y ornpung 80 Orang 1.631.779.000 80 Orang 450.896.679
Hari Kewenangan Provinsi
1.06.04.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Jumlah Qrang yang Diberikan Blr.nbl.ngan Bandar Lampung 80 Orang 95.130.164 80 Orang 65.747.025
Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke
1.06.04.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 80 Orang - 80 Orang 20.000.000

Kewenangan Provinsi
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Target

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusal} Pemermtaha.n Daerah dan Indikator Kinerja Pr‘ogram/Keglatan/Sub Lokasi Erpetem 2022 Target.Capalan Perkiraan Maju
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan e Kinerja 2023 2023
1 2 3 4 6 8 8 8
Persentase Data Penerima Manfaat Program
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN sosiAL |} criindungan dan Jaminan Sosial yang 100% 351.728.000 606.020.827
terpenuhi kebutuhan dasarnya serta
meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya
1.06.05.1.02 Peng.elo_laan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Persent.ase Orang yang Mendapatkan 100% 351.728.000 606.020.827
Provinsi Penyediaan Permakanan
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang
1.06.05.1.02.01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Bandar Lampung 700 Keluarga 96.928.000 700 Keluarga 107.497.665
Keluarga Kewenangan Provinsi
1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah ]um.lah ].(el.uarg yang Mendapatkan Pengentasan 15 Kab/Kota 700 Keluarga 254.800.000 700 Keluarga 398.523.162
Kabupaten/Kota Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah  Orang Mendapatkan  Bantuan
1.06.05.1.02.03 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Pengembangan Ekonomi Masyarakat 15 Kab/Kota 700 Keluarga ) 700 Keluarga 100.000.000
Kabupaten/Kota Kewenangan
Provinsi
Persentase Penanganan korban bencana
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta 100% 704.438.000 685.208.881
meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya
1.06.06.1,01 Per.lmdung.am .Sos1al Korban Bencana Alam dan Persentase Perlmdung.an Sosu.xl K.orban 100% 704.438.000 685.208.881
Sosial Provinsi Bencana Alam dan Sosial Provinsi
Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan
1.06.06.1,01.01 Penyediaan Permakanan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Bandar Lampung 500 Orang 50.168.000 500 Orang 13.712.220
Darurat Kewenangan Provinsi
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan
1.06.06.1,01.02 Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang Tersedla pada Masa Bandar Lampung 500 Orang - 500 Orang 20.000.000
Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan
1.06.06.1,01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi ]Pl:*I;lxl/?r})lsi Tempat  Pengungsian  Kewenangan Lampung dan Jakarta 2 Unit 260.000.000 2 Unit 184.194.000
Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan
1.06.06.1,01.04  |Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan E:‘;‘;‘:Sl bagi Kelompok Rentan Kewenangan |~ 0 danjakarta | 500 Orang . 500 Orang 145.000.000
Provinsi
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan
1.06.06.1,01.05 Pelayanan Dukungan Psikolososial Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan 15 Kab/Kota 500 Orang 394.270.000 500 Orang 322.302.661

Provinsi
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Kode Rekening Urusan/Bidang Urusal} Pemermtaha.n Daerah dan Indikator Kinerja Pr‘ogram/Keglatan/Sub Lokasi Erpetem 2022 Target.Capalan Perkiraan Maju
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan e Kinerja 2023 2023
1 2 3 4 6 8 8 8

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN Persentase Pembiayaan Program Pengelolaan o

1.06.07 PAHLAWAN Makam Pahlawan 100% 648.000.000 358.155.000

1.06.07.1.01 Peng.elo.laan Taman Makam Pahlawan Nasional Persentase Pengelolaan Taman Makam 100% 648.000.000 358.155.000
Provinsi Pahlawan

e Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta

1060710101 |Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman | Condarlampungdan | o 000 68.000.000 2 dokumen 120.749.400

Pahlawan Nasional Provinsi . o Lampung Selatan
Makam Pahlawan Nasional Provinsi

1.06.07.1.01.02 Pemghharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Jumlah Makam yang Terpenuhi Pf.smehharar.my.a Bandar Lampung dan 2 makam 580.000.000 2 makam 237.405.600

Provinsi pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Lampung Selatan
JUMLAH 38.504.872.953 34.530.578.832
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